Magnum Opus Metodologis

Ruang Pembelajaran Publik
Mengurai Benang Kusut Demokrasi dan Circular
Causation of Economic Crime

Riset Publik Terapan

WELLBEING INSTITUTE /\4

/Q V‘
0%
’€NU e \‘\\)\“
VES ApvAN

Oleh
Wellbeing Institute
Tahun 2026

|
DEMOKRASI DAN SENI MEMAKNAI DATA




Kata Pengantar

Buku Magnum Opus Metodologis: Ruang Pembelajaran Publik — Mengurai Benang Kusut
Demokrasi dan Circular Causation of Economic Crime lahir dari kegelisahan yang panjang dan
berulang. Kegelisahan atas demokrasi yang secara prosedural terus berjalan, tetapi secara
sosial kerap kehilangan makna. Kegelisahan atas praktik-praktik kejahatan ekonomi—
khususnya money politics—yang tidak pernah benar-benar hilang, meski regulasi,
pengawasan, dan penindakan terus diperkuat. Dari kegelisahan itulah Wellbeing Institute
memulai perjalanan reflektif ini.

Buku ini tidak ditulis untuk menambah daftar kecaman moral, apalagi untuk menunjuk siapa
yang paling bersalah. Kami menyadari bahwa persoalan demokrasi dan kejahatan ekonomi
tidak dapat dipahami secara linear dan sederhana. la bekerja secara sirkular, saling
menguatkan, dan tertanam dalam relasi sosial, ekonomi, serta institusional yang kompleks.
Oleh karena itu, pendekatan yang hanya mengandalkan vonis, skor, atau penindakan sesaat
sering kali gagal menyentuh akar persoalan.

Wellbeing Institute memandang demokrasi bukan sekadar sistem politik, melainkan ruang
belajar publik. Dalam ruang ini, warga, institusi, dan peneliti sama-sama berada dalam proses
memahami, mengoreksi, dan memperbaiki relasi sosial yang menopang kehidupan bersama.
Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang bebas masalah, melainkan demokrasi yang
mampu belajar dari masalahnya sendiri tanpa kehilangan martabat kemanusiaan.

Melalui buku ini, kami berupaya merawat cara pandang tersebut secara metodologis. Riset
publik terapan ditempatkan bukan sebagai alat vonis, melainkan sebagai cermin reflektif. Data
dibaca sebagai sinyal, narasi diperlakukan sebagai konteks, dan ketegangan sosial dipahami
sebagai informasi penting—bukan gangguan yang harus disingkirkan. Pendekatan ini sejalan
dengan keyakinan kami bahwa demokrasi hanya dapat diperbaiki jika ia mau mendengar
sebelum menilai.

Kami berharap buku ini dapat dibaca sebagai undangan, bukan kesimpulan final. Undangan
bagi warga untuk melihat kembali perannya dalam demokrasi. Undangan bagi institusi untuk
membuka ruang refleksi dan pembelajaran. Undangan bagi peneliti untuk menjaga integritas
metodologi sekaligus kepekaan etis dalam isu-isu yang sensitif dan berisiko. Jika buku ini
mampu memantik percakapan yang jujur dan pembelajaran bersama, maka tujuan utamanya
telah tercapai.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak—warga, mitra, penelit,
dan komunitas—yang telah menjadi bagian dari proses belajar ini. Semoga buku ini menjadi
bagian kecil dari upaya merawat demokrasi sebagai tanggung jawab bersama, dan sebagai
seni memaknai kerumitan hidup sosial kita.

Wellbeing Institute
2026
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BAB | — DEMOKRASI SEBAGAI RUANG BELAJAR, BUKAN SEKADAR SISTEM

Demokrasi kerap dipahami sebagai arsitektur prosedural yang lengkap: pemilu berkala,
lembaga perwakilan, pembagian kekuasaan, dan aturan main yang sah. Pemahaman ini
membuat demokrasi terlihat rapi dan terukur. Namun dalam praktik sosial, prosedur hanya
menyediakan wadah, bukan jaminan kualitas relasi di dalamnya. Wadah yang sama bisa diisi
oleh deliberasi yang sehat, tetapi juga oleh transaksi, ketakutan, dan penyesuaian oportunistik.
Ketika demokrasi berhenti dibaca sebagai sistem, kita mulai melihat bahwa persoalan
utamanya bukan pada ada atau tidaknya prosedur, melainkan pada apa yang terjadi di antara
para pelaku di dalamnya.

Memahami demokrasi sebagai ruang belajar menggeser orientasi dari hasil elektoral ke proses
sosial yang berkelanjutan. Ruang belajar menuntut adanya dialog, koreksi, dan pembaruan
cara berpikir bersama. Dalam kerangka ini, kritik tidak ditempatkan sebagai ancaman
terhadap stabilitas, melainkan sebagai bahan refleksi yang diperlukan agar sistem tidak
membeku. Demokrasi menjadi hidup bukan karena selalu benar, tetapi karena memiliki
kemampuan untuk belajar dari kesalahan dan menyesuaikan diri dengan realitas yang
berubah.

Pendekatan demokrasi sebagai sistem sering kali berhenti pada pemenuhan legalitas. Selama
prosedur dijalankan, legitimasi dianggap aman. Padahal, demokrasi tidak hanya bertumpu
pada sah secara hukum, tetapi juga pada rasa adil dan rasa didengar secara sosial. Ketika
warga merasa suaranya tidak bermakna dan kebijakan tidak berangkat dari pengalaman
mereka, legitimasi sosial perlahan terkikis. Pada titik inilah demokrasi tetap berjalan secara
administratif, tetapi kehilangan daya ikat emosional dan moral dengan warganya.

Sebagai ruang belajar, demokrasi menuntut waktu dan kesabaran. Proses belajar tidak selalu
menghasilkan dampak instan, sementara politik elektoral justru menekan aktor untuk
mengejar hasil cepat dan simbol keberhasilan jangka pendek. Ketegangan ini membuat
banyak kebijakan lahir sebagai respons pragmatis, bukan sebagai hasil refleksi mendalam.
Dalam situasi demikian, praktik-praktik transaksional—termasuk money politics—menjadi
jalan pintas yang selaras dengan logika waktu yang dipercepat dan tuntutan kemenangan
sesaat.

Ruang belajar demokrasi menempatkan warga sebagai subjek pengetahuan, bukan sekadar
objek mobilisasi. Pengalaman sehari-hari warga tentang layanan publik, ketimpangan
ekonomi, dan ketidakpastian hidup merupakan sumber informasi yang tak tergantikan. Ketika
pengalaman ini tidak masuk ke dalam proses kebijakan, demokrasi kehilangan bahan ajarnya.
Kebijakan kemudian terasa asing dan jauh, sehingga hubungan antara warga dan negara
melemah. Dalam jarak inilah transaksi politik menemukan justifikasinya, karena uang menjadi
bahasa yang lebih langsung daripada janji kebijakan yang abstrak.

Institusi demokrasi sering kali menunjukkan respons defensif terhadap kritik. Kritik dibaca
sebagai serangan, bukan sebagai umpan balik. Padahal, dalam ruang belajar, kkmampuan
menerima kritik adalah tanda kematangan. Demokrasi yang belajar membutuhkan
mekanisme untuk mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti kritik secara terbuka. Tanpa
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mekanisme ini, kritik berubah menjadi kekecewaan yang menumpuk, dan kekecewaan itu
perlahan menjelma menjadi sinisme publik terhadap seluruh proses politik.

Melihat demokrasi sebagai ruang belajar juga berarti membaca demokrasi sebagai jaringan
relasi. Relasi antara warga dan wakil, antara kebijakan dan ekonomi, serta antara kekuasaan
dan sumber daya membentuk pola perilaku politik. Money politics tidak muncul dari ruang
hampa, melainkan dari relasi yang timpang. Ketika daya tawar warga rendah dan
ketergantungan ekonomi tinggi, transaksi politik terasa masuk akal bagi banyak pihak.
Pembacaan ini tidak membenarkan pelanggaran, tetapi membantu memahami mengapa
praktik tersebut berulang dan sulit diputus.

Agar demokrasi benar-benar menjadi ruang belajar, diperlukan infrastruktur pembelajaran
publik. Infrastruktur ini mencakup data yang dapat dipercaya, ruang dialog yang aman, literasi
politik yang membumi, serta etika institusi yang menghargai suara warga. Tanpa infrastruktur
ini, demokrasi hanya memiliki mesin elektoral yang kuat tetapi miskin mekanisme refleksi.
Ketidakseimbangan tersebut membuat prosedur berjalan tanpa pembelajaran, dan demokrasi
kehilangan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri.

Dalam konteks inilah riset publik terapan memiliki peran strategis. Riset tidak diposisikan
sebagai alat vonis atau legitimasi, melainkan sebagai cermin sosial. la menghubungkan angka
dengan pengalaman, temuan dengan dialog, dan kritik dengan kemungkinan perbaikan. Riset
yang ditempatkan sebagai ruang belajar membantu masyarakat dan institusi membaca pola,
memahami relasi, serta menyadari konsekuensi jangka panjang dari pilihan-pilihan politik
yang diambil.

Akhirnya, demokrasi sebagai ruang belajar menawarkan sikap yang realistis sekaligus berdaya.
la mengakui bahwa demokrasi selalu rapuh dan rentan disusupi kepentingan sempit, tetapi
juga menegaskan bahwa kerentanan itu bisa dikelola melalui pembelajaran bersama. Dengan
merawat ruang belajar—melalui partisipasi bermakna, umpan balik kebijakan, dan etika
mendengar—demokrasi memiliki peluang untuk keluar dari lingkaran masalah yang berulang.
Bukan dengan mengklaim kesempurnaan, melainkan dengan kesediaan untuk terus belajar
dan memperbaiki diri.

1.1 Demokrasi dan llusi Prosedural

Demokrasi prosedural sering dipahami sebagai pencapaian akhir: pemilu terlaksana, lembaga
terbentuk, aturan dipatuhi. Pemahaman ini menciptakan ilusi bahwa demokrasi telah “selesai”
begitu prosedur dijalankan. Padahal, prosedur hanya memastikan keteraturan formal, bukan
kualitas relasi sosial yang menopangnya. Di banyak konteks, kepatuhan prosedural justru
menutupi masalah substantif yang terus berkembang di bawah permukaan.

llusi prosedural muncul ketika legitimasi politik disamakan dengan legalitas administratif.
Selama tahapan pemilu sah dan keputusan dilembagakan, demokrasi dianggap bekerja.
Namun legalitas tidak otomatis menghadirkan keadilan, keterwakilan, atau kepercayaan
publik. Akibatnya, demokrasi bisa terlihat stabil di atas kertas, tetapi rapuh dalam pengalaman
warga sehari-hari.
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Kerapuhan ini diperparah oleh kecenderungan institusi untuk menjadikan prosedur sebagai
tameng dari kritik. Kritik substantif dianggap tidak relevan bila tidak menemukan pelanggaran
aturan. Logika ini membatasi ruang refleksi dan membuat demokrasi kehilangan kemampuan
belajar. Prosedur yang seharusnya menjadi alat justru berubah menjadi tujuan itu sendiri.

llusi prosedural juga melahirkan reduksi makna partisipasi. Partisipasi dipersempit menjadi
kehadiran di bilik suara atau keterlibatan administratif semata. Ketika partisipasi tidak diikuti
dengan pengaruh nyata terhadap arah kebijakan, warga mengalami kelelahan demokratis.
Kelelahan ini menjadi pintu masuk bagi sikap apatis maupun praktik transaksional.

Dalam kondisi demikian, demokrasi tidak gagal secara teknis, tetapi gagal secara sosial. la tidak
runtuh, namun kehilangan daya hidup. Sistem tetap berjalan, tetapi relasi kepercayaan antara
warga dan institusi melemah. Demokrasi berubah menjadi rutinitas tanpa pembelajaran,
tanpa koreksi, dan tanpa kedalaman makna.

Membongkar ilusi prosedural berarti mengembalikan demokrasi pada hakikatnya sebagai
proses yang terus diuji. Prosedur tetap penting, tetapi harus dipahami sebagai prasyarat
minimum, bukan ukuran keberhasilan. Keberhasilan demokrasi justru terletak pada
kemampuannya merawat relasi sosial, menampung kritik, dan belajar dari
ketidaksempurnaan yang terus muncul.

1.2 Dari Partisipasi Formal ke Pengalaman Warga

Partisipasi formal dalam demokrasi sering dibatasi pada mekanisme yang terstandar: memilih,
menghadiri forum resmi, atau mengisi survei. Bentuk-bentuk ini penting, tetapi tidak selalu
mencerminkan pengalaman warga yang kompleks. Banyak warga berpartisipasi secara formal
tanpa merasa benar-benar terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup
mereka.

Pengalaman warga mencakup hal-hal yang tidak selalu terartikulasikan dalam forum resmi:
rasa aman, keadilan layanan, akses ekonomi, dan martabat sosial. Ketika demokrasi tidak
menyediakan ruang untuk menampung pengalaman ini, partisipasi kehilangan maknanya.
Warga hadir, tetapi tidak merasa dihadirkan.

Kesenjangan antara partisipasi formal dan pengalaman nyata melahirkan ketidakpercayaan.
Warga belajar bahwa berbicara tidak selalu berbuah perubahan. Dalam jangka panjang,
mereka menyesuaikan diri dengan sistem, bukan dengan cara memperbaikinya, tetapi dengan
mencari manfaat langsung yang paling mungkin diperoleh.

Transisi dari partisipasi formal ke pengalaman warga menuntut perubahan cara pandang
institusi. Partisipasi tidak lagi dipahami sebagai kewajiban warga, melainkan sebagai sumber
pengetahuan sosial. Pengalaman warga harus dibaca sebagai data hidup yang memberi
konteks pada angka, regulasi, dan rencana kebijakan.

Ketika pengalaman warga diakui, partisipasi berubah menjadi proses pembelajaran dua arah.
Warga belajar memahami keterbatasan kebijakan, sementara institusi belajar membaca

dampak nyata dari keputusan mereka. Di sinilah partisipasi memperoleh daya transformasinya.
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Tanpa pergeseran ini, demokrasi berisiko terjebak dalam partisipasi semu. Secara formal
inklusif, tetapi secara substantif eksklusif. Demokrasi yang belajar justru dimulai ketika
pengalaman warga diperlakukan sebagai inti, bukan pelengkap, dari proses politik.

1.3 Demokrasi sebagai Proses Sosial yang Rapuh

Demokrasi bukan bangunan kokoh yang sekali jadi, melainkan proses sosial yang terus diuji
oleh perubahan ekonomi, budaya, dan relasi kekuasaan. Kerapuhannya terletak pada
ketergantungannya terhadap kepercayaan, kesediaan mendengar, dan keseimbangan daya
tawar. Ketika salah satu unsur ini melemah, demokrasi ikut terguncang.

Kerapuhan demokrasi sering disalahartikan sebagai kegagalan sistem. Padahal, kerapuhan
adalah sifat inheren dari proses sosial yang melibatkan kepentingan beragam. Masalah
muncul ketika kerapuhan itu disangkal dan ditutup-tutupi, bukan dikelola sebagai sinyal
peringatan dini.

Dalam demokrasi yang rapuh, respons terhadap masalah cenderung defensif. Alih-alih
membuka ruang refleksi, institusi memperketat kontrol dan mengandalkan simbol stabilitas.
Langkah ini mungkin menenangkan situasi sesaat, tetapi memperdalam jarak antara sistem
dan warga.

Kerapuhan juga tampak dalam ketergantungan demokrasi pada kondisi ekonomi warga. Ketika
ketimpangan meningkat dan jaring pengaman lemah, ruang deliberasi menyempit. Pilihan
politik warga dibentuk oleh kebutuhan mendesak, bukan oleh pertimbangan jangka panjang.
Demokrasi pun kehilangan dimensi etisnya.

Menyadari demokrasi sebagai proses rapuh berarti menerima bahwa konflik, ketegangan, dan
ketidaksepakatan adalah bagian dari pembelajaran. Demokrasi tidak sehat karena tanpa
konflik, tetapi karena mampu mengelola konflik tanpa merusak relasi sosial.

Dengan demikian, tugas utama demokrasi bukan menghilangkan kerapuhan, melainkan
merawatnya. Merawat berarti menyediakan mekanisme koreksi, dialog, dan pemulihan
kepercayaan secara berkelanjutan. Di situlah demokrasi menemukan ketahanannya.

1.4 Posisi Riset Publik dalam Merawat Demokrasi

Riset publik sering diposisikan sebagai alat evaluasi teknis atau legitimasi kebijakan. Dalam
kerangka demokrasi sebagai ruang belajar, posisi ini terlalu sempit. Riset publik seharusnya
berfungsi sebagai mekanisme reflektif yang membantu masyarakat dan institusi memahami
dirinya sendiri.

Sebagai alat refleksi, riset publik tidak berhenti pada pengukuran, tetapi menelusuri makna di
balik temuan. Angka diperlakukan sebagai sinyal, bukan vonis. Temuan kualitatif dibaca
sebagai konteks, bukan anekdot. Kombinasi keduanya membuka ruang dialog yang lebih jujur.

Riset publik juga berperan menjembatani pengalaman warga dengan bahasa kebijakan.

Banyak pengalaman sosial tidak terdengar karena tidak diterjemahkan ke dalam kerangka
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yang dapat dibaca institusi. Riset yang peka metodologis mampu menerjemahkan
pengalaman tersebut tanpa mereduksinya.

Dalam demokrasi yang rapuh, riset publik berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Ia
membantu mengidentifikasi ketegangan sebelum berubah menjadi krisis terbuka. Dengan
demikian, riset tidak datang setelah masalah membesar, tetapi hadir sebagai bagian dari
proses perawatan.

Namun, posisi ini menuntut etika riset yang kuat. Riset tidak boleh menjadi alat stigmatisasi
atau pembenaran kekuasaan. la harus menjaga jarak kritis, transparansi metodologis, dan
tanggung jawab sosial terhadap dampak temuan.

Ketika ditempatkan secara tepat, riset publik menjadi infrastruktur pembelajaran demokrasi.
la tidak menjanjikan solusi instan, tetapi menyediakan fondasi pengetahuan untuk koreksi
bertahap. Dalam jangka panjang, peran inilah yang membuat demokrasi mampu belajar,
bertahan, dan memperbaiki dirinya sendiri.
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BAB Il — CIRCULAR CAUSATION OF ECONOMIC CRIME
2.1 Kejahatan Ekonomi sebagai Proses Berulang, Bukan Peristiwa Tunggal

Kejahatan ekonomi kerap dipahami sebagai tindakan individual yang menyimpang dari hukum:
ada pelaku, ada pelanggaran, lalu ada sanksi. Cara pandang ini menempatkan kejahatan
sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Namun dalam realitas sosial dan politik,
kejahatan ekonomi justru lebih sering hadir sebagai proses berulang yang saling terkait, saling
menguatkan, dan sulit diputus. la bukan sekadar “kejadian”, melainkan pola.

Circular causation menjelaskan bagaimana sebab dan akibat tidak berjalan satu arah. Sebuah
pelanggaran ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan ilegal, tetapi juga menciptakan
kondisi yang mendorong pelanggaran berikutnya. Keuntungan yang diperoleh memperkuat
posisi politik atau ekonomi pelaku, yang kemudian digunakan untuk melindungi,
mereproduksi, atau menormalisasi praktik yang sama di masa depan.

Dalam konteks ini, kejahatan ekonomi tidak selalu dipersepsikan sebagai tindakan kriminal
oleh pelakunya. la sering dipahami sebagai strategi bertahan, adaptasi rasional, atau bahkan
kewajaran sistemik. Ketika lingkungan sosial dan institusional memberi toleransi, batas antara
legal dan ilegal menjadi kabur dalam praktik sehari-hari.

Sifat berulang ini membuat kejahatan ekonomi sulit disentuh oleh pendekatan penindakan
semata. Penindakan bekerja pada satu titik waktu, sementara circular causation bekerja lintas
waktu dan lintas aktor. Setiap tindakan hukum yang tidak menyentuh akar struktural hanya
memutus satu mata rantai, sementara rantai lain tetap bergerak.

Lebih jauh, circular causation membuat kejahatan ekonomi bersifat kolektif meskipun
dijalankan oleh individu. Banyak aktor terlibat secara tidak langsung: penyedia modal,
perantara, pembuat kebijakan, hingga masyarakat yang terdampak tetapi terpaksa
beradaptasi. Tanggung jawab pun menyebar, sehingga rasa bersalah individual melemah.

Memahami kejahatan ekonomi sebagai proses berulang adalah langkah awal untuk keluar dari
ilusi solusi cepat. Pendekatan ini mengajak kita membaca kejahatan bukan hanya sebagai
pelanggaran hukum, tetapi sebagai gejala dari relasi ekonomi—politik yang tidak sehat dan
terus direproduksi.

2.2 Money Politics dalam Rantai Circular Causation

Money politics merupakan contoh paling nyata dari circular causation dalam demokrasi
elektoral. la tidak berdiri sendiri sebagai praktik “jual beli suara”, melainkan terhubung erat
dengan struktur biaya politik, ketimpangan ekonomi, dan insentif kekuasaan. Setiap siklus
pemilu memperkuat logika bahwa uang adalah prasyarat kemenangan.

Biaya politik yang tinggi mendorong kandidat mencari sumber pendanaan besar. Pendanaan

ini jarang netral; ia membawa ekspektasi pengembalian. Ketika kandidat terpilih, kekuasaan

digunakan untuk memulihkan modal melalui kebijakan, proyek, atau akses ekonomi.

Keuntungan tersebut kemudian menjadi modal untuk siklus politik berikutnya.
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Di sisi pemilih, circular causation bekerja melalui pengalaman berulang bahwa suara jarang
berbuah perubahan substantif. Dalam kondisi ekonomi yang rentan, uang politik
dipersepsikan sebagai manfaat paling konkret dan pasti. Pilihan ini bukan selalu cerminan
sikap amoral, melainkan hasil pembelajaran sosial dari pengalaman panjang ketidakpastian.

Perantara politik—broker, tim sukses, jaringan informal—berperan sebagai pelumas siklus ini.
Mereka menjembatani uang, suara, dan logistik, sekaligus menormalisasi praktik tersebut
sebagai “cara kerja lapangan”. Keberadaan mereka membuat money politics semakin
terinstitusionalisasi, meskipun tetap berada di wilayah abu-abu hukum.

Akibatnya, setiap upaya memberantas money politics tanpa menyentuh struktur biaya politik
dan ketimpangan sosial hanya memindahkan praktik ke bentuk yang lebih halus. Circular
causation membuat sistem belajar menghindari sanksi, bukan meninggalkan praktik.

Money politics bertahan bukan karena semua aktor menginginkannya, tetapi karena sistem
politik dan ekonomi terus mereproduksi kondisi yang membuatnya terasa rasional. Inilah inti
dari circular causation dalam kejahatan ekonomi elektoral.

2.3 Normalisasi Sosial dan Rasionalitas Pelanggaran

Salah satu kekuatan utama circular causation adalah kemampuannya menormalisasi
pelanggaran. Praktik yang awalnya dianggap menyimpang perlahan diterima sebagai bagian
dari “realitas”. Bahasa yang digunakan pun berubah: dari “suap” menjadi “biaya sosial”, dari
“jual beli suara” menjadi “uang lelah”.

Normalisasi ini bekerja melalui pengalaman kolektif yang berulang. Ketika pelanggaran jarang
berujung sanksi yang bermakna, dan bahkan sering berujung keuntungan, masyarakat belajar
bahwa sistem tidak benar-benar menolak praktik tersebut. Hukum hadir sebagai simbol,
bukan sebagai pengalaman nyata.

Rasionalitas pelanggaran tumbuh dalam konteks ini. Aktor politik menilai risiko dan manfaat,
lalu memilih strategi yang paling efisien secara praktis. Selama manfaat jauh lebih besar
daripada risiko, pelanggaran dipersepsikan sebagai pilihan rasional, bukan tindakan ekstrem.

Normalisasi juga diperkuat oleh narasi pembenaran moral. Pelanggaran dibingkai sebagai
akibat sistem yang tidak adil, kebutuhan mendesak, atau tradisi lokal. Narasi ini tidak selalu
salah secara sosial, tetapi menjadi berbahaya ketika menutup ruang refleksi dan koreksi.

Dalam jangka panjang, normalisasi membuat batas etika publik melemah. Warga dan institusi
sama-sama menurunkan ekspektasi moral terhadap demokrasi. Demokrasi tidak lagi
diharapkan bersih, cukup “jalan saja”. Di titik ini, circular causation mencapai stabilitas
sosialnya.

Membongkar normalisasi bukan berarti menyalahkan individu, melainkan mengganggu
kenyamanan sistem. Dibutuhkan ruang belajar publik yang memungkinkan masyarakat
melihat kembali praktik yang dianggap biasa sebagai masalah bersama yang layak dikoreksi.

|
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2.4 Mengapa Pendekatan Linear Selalu Gagal

Pendekatan linear melihat kejahatan ekonomi sebagai hubungan sebab—akibat sederhana:
ada pelanggaran, lalu ada hukuman, dan masalah selesai. Pendekatan ini efektif untuk kasus
individual, tetapi rapuh ketika berhadapan dengan sistem yang bersifat sirkular dan adaptif.

Dalam circular causation, hukuman pada satu aktor tidak menghentikan sistem. Aktor lain
belajar, menyesuaikan strategi, dan mengisi celah yang ada. Sistem tidak runtuh, hanya
berubah bentuk. Inilah sebabnya mengapa penindakan sering terasa seperti memotong
ranting, bukan mencabut akar.

Pendekatan linear juga gagal membaca dimensi sosial kejahatan ekonomi. la fokus pada
pelaku, tetapi mengabaikan kondisi yang membuat pelanggaran menjadi rasional dan diterima.
Akibatnya, solusi yang ditawarkan sering bersifat represif tanpa pemulihan relasi sosial.

Lebih jauh, pendekatan linear cenderung menghasilkan ilusi keberhasilan. Statistik
penindakan meningkat, tetapi praktik di lapangan tetap berlangsung. Demokrasi terlihat tegas,
tetapi sebenarnya hanya sibuk mengelola citra ketegasan.

Menghadapi circular causation, yang dibutuhkan bukan sekadar lebih banyak hukuman,
melainkan perubahan cara membaca masalah. Pendekatan sistemik menggeser fokus dari
“siapa salah” ke “mengapa sistem terus menghasilkan hasil yang sama”.

Dengan demikian, BAB ini menegaskan bahwa circular causation of economic crime menuntut
kerangka analisis dan intervensi yang berbeda. Demokrasi tidak cukup ditegakkan, tetapi
harus diajari untuk belajar—membaca ulang relasi ekonomi-politik yang selama ini dibiarkan
berputar tanpa koreksi.
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BAB Il — MONEY POLITICS SEBAGAI EKOSISTEM SOSIAL
3.1 Biaya Politik dan Struktur Insentif Elektoral

Money politics tidak dapat dilepaskan dari persoalan biaya politik yang terus meningkat.
Kontestasi elektoral modern menuntut logistik besar: kampanye, mobilisasi massa, alat peraga,
saksi, konsolidasi jaringan, hingga biaya informal yang jarang tercatat. Dalam struktur ini,
politik berubah dari arena gagasan menjadi arena pembiayaan. Kandidat dinilai bukan hanya
dari visi, tetapi dari kemampuan bertahan dalam kompetisi biaya tinggi.

Struktur insentif elektoral kemudian membentuk rasionalitas aktor. Kemenangan politik
menjadi prasyarat untuk bertahan, dan kemenangan dianggap mustahil tanpa modal besar.
Dalam situasi ini, money politics muncul bukan sebagai pilihan terakhir, melainkan sebagai
strategi yang dianggap masuk akal. Sistem memberi sinyal bahwa keberhasilan elektoral lebih
ditentukan oleh sumber daya daripada kualitas deliberasi.

Insentif ini diperkuat oleh lemahnya mekanisme pembiayaan politik yang transparan dan
memadai. Ketika sumber pembiayaan legal terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan
lapangan, ruang abu-abu menjadi solusi praktis. Kandidat belajar bahwa kepatuhan penuh
pada aturan justru dapat menjadi kerugian kompetitif.

Akibatnya, biaya politik tidak hanya tinggi, tetapi juga bersifat regresif. Mereka yang memiliki
akses modal besar atau jaringan ekonomi kuat memiliki peluang lebih besar. Demokrasi pun
bergerak menjauh dari prinsip kesetaraan peluang, dan semakin dekat pada logika investasi
politik.

Dalam struktur seperti ini, money politics tidak lagi dipersepsikan sebagai penyimpangan,
melainkan sebagai konsekuensi sistemik. la hadir sebagai jawaban atas tekanan insentif yang
tidak seimbang. Selama struktur biaya dan insentif tidak disentuh, praktik ini akan terus
menemukan justifikasi baru.

Dengan demikian, memahami biaya politik berarti membaca hulu dari money politics. Tanpa
reformasi struktur insentif elektoral, upaya pemberantasan hanya akan berputar di hilir,
menghadapi gejala yang terus diproduksi ulang.

3.2 Relasi Kandidat, Donatur, Broker, dan Pemilih

Money politics bekerja melalui jaringan relasi yang kompleks dan berlapis. Kandidat jarang
berhadapan langsung dengan pemilih dalam transaksi. Di antara mereka hadir donatur, broker
politik, tim sukses, dan jaringan informal yang mengatur aliran uang, informasi, dan pengaruh.
Relasi ini membentuk ekosistem yang saling bergantung.

Donatur menyediakan modal dengan ekspektasi tertentu, baik berupa akses kebijakan, proyek,
maupun perlindungan kepentingan ekonomi. Kandidat menerima modal tersebut sebagai
syarat bertahan dalam kompetisi. Relasi ini jarang bersifat netral; ia mengikat sejak awal dan
membentuk orientasi kekuasaan setelah terpilih.
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Broker politik memainkan peran kunci sebagai penerjemah antara modal dan suara. Mereka
memahami peta sosial, kebutuhan warga, serta momentum yang tepat untuk intervensi.
Dalam banyak kasus, broker bukan aktor pinggiran, melainkan simpul utama yang memastikan
sistem berjalan efisien dan relatif aman dari sorotan formal.

Pemilih berada di ujung relasi ini, sering kali dengan posisi tawar paling lemah. Interaksi
mereka dengan sistem politik lebih sering dimediasi oleh broker daripada oleh institusi resmi.
Pengalaman ini membentuk persepsi bahwa politik adalah urusan transaksi personal, bukan
kontrak sosial jangka panjang.

Relasi-relasi ini bersifat stabil karena masing-masing aktor memperoleh manfaat relatif.
Stabilitas inilah yang membuat money politics sulit dibongkar, karena ia bukan tindakan
individual, melainkan hasil kerja kolektif yang terkoordinasi.

Melihat money politics sebagai relasi sosial membantu kita memahami bahwa intervensi
harus menyasar jaringan, bukan hanya individu. Tanpa memutus relasi yang menopangnya,
praktik ini akan terus beradaptasi.

3.3 Ketimpangan Ekonomi sebagai Pupuk Transaksi Politik

Ketimpangan ekonomi menyediakan konteks subur bagi money politics. Ketika sebagian besar
warga hidup dalam ketidakpastian, kebutuhan jangka pendek sering mengalahkan
pertimbangan politik jangka panjang. Dalam kondisi ini, uang politik tidak dipersepsikan
sebagai suap, melainkan sebagai bantuan sementara yang konkret.

Ketimpangan juga melemahkan daya tawar warga. Ketika akses terhadap layanan dasar,
pekerjaan, dan perlindungan sosial terbatas, suara politik kehilangan nilainya sebagai alat
perubahan. Uang menjadi kompensasi atas ketidakmampuan sistem memenuhi kebutuhan
dasar secara konsisten.

Pengalaman berulang menghadapi janji politik yang tidak terpenuhi memperkuat sikap
pragmatis. Warga belajar dari pengalaman bahwa manfaat langsung lebih pasti daripada
perubahan struktural yang abstrak. Pembelajaran sosial inilah yang membuat transaksi politik
terasa rasional, meskipun secara normatif problematis.

Ketimpangan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga informasi dan akses. Warga yang
terpinggirkan dari ruang deliberasi formal lebih mudah dijangkau oleh jaringan informal.
Money politics mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara dan institusi demokrasi.

Dalam konteks ini, menyalahkan pemilih menjadi pendekatan yang keliru. Money politics
bukan cerminan kegagalan moral warga, melainkan indikator kegagalan sistem dalam
menyediakan keadilan sosial dan ekonomi.

Selama ketimpangan dibiarkan, money politics akan terus menemukan pembenaran sosialnya.
Upaya koreksi demokrasi harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat kesejahteraan dan
perlindungan sosial.
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3.4 Money Politics sebagai Gejala, Bukan Penyimpangan Tunggal

Sering kali money politics diperlakukan sebagai penyimpangan individual yang dapat
diberantas melalui penindakan hukum. Pendekatan ini menyederhanakan masalah dan
mengabaikan konteks sosial yang melahirkannya. Money politics bukan penyakit tunggal,
melainkan gejala dari ekosistem demokrasi yang tidak sehat.

Sebagai gejala, money politics menandai adanya ketegangan antara demokrasi formal dan
realitas sosial. la muncul ketika prosedur berjalan, tetapi keadilan substantif tidak dirasakan.
Dalam kondisi ini, transaksi menjadi cara informal untuk menjembatani jurang antara janji
demokrasi dan pengalaman nyata warga.

Memperlakukan money politics sebagai penyimpangan tunggal juga menutup ruang refleksi
institusional. Fokus beralih pada mencari pelaku, bukan memperbaiki sistem. Akibatnya,
demokrasi sibuk menghukum, tetapi gagal belajar.

Sebagai gejala, money politics juga berfungsi sebagai indikator dini. la memberi sinyal tentang
mahalnya biaya politik, rapuhnya kepercayaan publik, dan timpangnya relasi kekuasaan. Jika
dibaca dengan jujur, gejala ini dapat menjadi pintu masuk perbaikan struktural.

Namun, jika gejala ini terus direpresi tanpa pembacaan sistemik, demokrasi kehilangan
kesempatan untuk koreksi diri. Praktik akan tetap ada, hanya berubah bentuk dan semakin
sulit terdeteksi.

Dengan menempatkan money politics sebagai gejala ekosistem sosial, bab ini menegaskan
perlunya pendekatan pembelajaran publik. Bukan untuk membenarkan praktik, tetapi untuk
memahami akar masalah dan membuka jalan perubahan yang lebih berkelanjutan.
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BAB IV — KETERLIBATAN MASYARAKAT: DARI OBJEK KE SUBJEK
4.1 Warga dalam Lingkaran Transaksi Demokrasi

Dalam praktik demokrasi elektoral, warga kerap ditempatkan sebagai target, bukan sebagai
pelaku aktif. Mereka hadir dalam peta suara, daftar pemilih, dan sasaran kampanye, tetapi
jarang diakui sebagai subjek yang memiliki daya tafsir dan daya tawar. Posisi ini membuat
warga mudah terseret ke dalam lingkaran transaksi demokrasi tanpa pernah benar-benar
mengendalikan arah proses tersebut.

Lingkaran transaksi terbentuk ketika hubungan antara warga dan politik dibingkai sebagai
pertukaran sesaat. Suara ditukar dengan uang, bantuan, atau janji pragmatis, sementara
kontrak sosial jangka panjang menghilang. Warga belajar dari pengalaman bahwa keterlibatan
mereka hanya relevan pada momen tertentu, dan setelah itu tidak ada ruang untuk menuntut
akuntabilitas.

Pengalaman berulang ini membentuk pembelajaran sosial yang problematik. Warga tidak
melihat diri mereka sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, melainkan sebagai
pihak yang dimobilisasi. Demokrasi pun berubah menjadi aktivitas musiman, bukan praktik
kewargaan yang berkelanjutan.

Dalam lingkaran ini, warga sering disalahkan sebagai pelaku money politics. Padahal, posisi
mereka lebih tepat dipahami sebagai bagian dari sistem yang menempatkan mereka dalam
relasi tidak setara. Menyederhanakan peran warga sebagai penyebab justru menutup
pemahaman tentang struktur yang membatasi pilihan mereka.

Menggeser warga dari objek menjadi subjek berarti mengubah cara demokrasi berinteraksi
dengan masyarakat. Warga perlu diakui sebagai pemilik pengalaman dan pengetahuan yang
sah, bukan sekadar penerima pesan politik. Pengakuan ini adalah langkah awal untuk keluar
dari lingkaran transaksi.

Tanpa pergeseran posisi ini, demokrasi akan terus mereproduksi relasi yang sama.
Keterlibatan warga akan tetap bersifat instrumental, dan potensi pembelajaran kolektif akan
terhambat sejak awal.

4.2 Ketakutan, Ketergantungan, dan Partisipasi Semu

Partisipasi warga sering kali dibayangi oleh ketakutan. Ketakutan akan kehilangan bantuan,
pekerjaan, atau akses layanan membuat banyak warga memilih diam atau mengikuti arus.
Dalam konteks ini, partisipasi tidak lahir dari kebebasan, melainkan dari kebutuhan bertahan.

Ketergantungan ekonomi memperkuat ketakutan tersebut. Ketika akses terhadap sumber
daya dikontrol oleh aktor politik atau jaringan informal, warga berada dalam posisi rentan.
Partisipasi menjadi strategi adaptif untuk menjaga hubungan, bukan sarana menyampaikan
aspirasi secara jujur.
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Kondisi ini melahirkan partisipasi semu. Secara formal, warga hadir dalam kegiatan politik,
memberikan suara, atau menyatakan dukungan. Namun secara substantif, partisipasi itu tidak
mencerminkan kehendak bebas atau kesadaran politik yang utuh. Demokrasi tampak ramai,
tetapi miskin makna.

Partisipasi semu juga berbahaya karena memberi ilusi legitimasi. Institusi merasa telah
melibatkan masyarakat, sementara warga merasa telah memenuhi kewajiban. Di balik itu,
ketegangan dan ketidakpuasan tetap tersembunyi, menunggu momen untuk meledak atau
dimanfaatkan.

Mengatasi partisipasi semu memerlukan keberanian untuk membuka ruang aman. Warga
harus memiliki jaminan bahwa keterlibatan mereka tidak membawa risiko sosial atau ekonomi.
Tanpa keamanan psikologis dan material, partisipasi sejati sulit tumbuh.

Dengan demikian, persoalan partisipasi bukan sekadar soal kemauan warga, tetapi soal
kondisi struktural yang memungkinkan atau menghambat keterlibatan yang bermakna.
Demokrasi yang belajar harus terlebih dahulu mengurangi rasa takut sebelum menuntut
partisipasi.

4.3 Kesadaran Kolektif sebagai Proses Bertahap

Kesadaran kolektif sering dibayangkan sebagai titik balik dramatis: masyarakat tiba-tiba sadar
dan berubah. Dalam kenyataannya, kesadaran tumbuh perlahan melalui proses bertahap yang
penuh ketegangan. la lahir dari pengalaman, refleksi, dan dialog yang berulang.

Tahap awal kesadaran biasanya dimulai dari pengenalan masalah. Warga mulai mengaitkan
pengalaman pribadi dengan pola yang lebih luas. Apa yang sebelumnya dianggap nasib atau
kebetulan, perlahan dibaca sebagai bagian dari struktur sosial dan politik tertentu.

Tahap berikutnya adalah artikulasi. Warga mulai berani menyebut masalah, meskipun masih
terbatas dan berhati-hati. Ruang diskusi kecil, komunitas lokal, atau forum informal sering
menjadi tempat awal artikulasi ini. Di sinilah peran fasilitasi menjadi penting.

Kesadaran kemudian bergerak menuju refleksi kolektif. Masalah tidak lagi dipahami sebagai
persoalan individu, tetapi sebagai persoalan bersama. Refleksi ini membuka kemungkinan
solidaritas dan aksi bersama, meskipun masih rapuh.

Proses bertahap ini rentan terhadap gangguan. Tekanan politik, co-optation, atau kekecewaan
bisa menghentikan pertumbuhan kesadaran. Karena itu, kesadaran kolektif perlu dirawat,
bukan diasumsikan akan bertahan dengan sendirinya.

Memahami kesadaran sebagai proses bertahap membantu kita bersikap realistis. Perubahan
demokrasi tidak terjadi seketika, tetapi melalui akumulasi pembelajaran sosial yang konsisten
dan sabar.
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4.4 Keterlibatan Publik sebagai Prasyarat Perubahan Sistemik

Perubahan sistemik dalam demokrasi tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan publik yang
bermakna. Kebijakan dan reformasi yang dirancang tanpa partisipasi warga cenderung rapuh
dan mudah dipatahkan oleh kepentingan sempit. Keterlibatan publik menyediakan legitimasi
sekaligus daya koreksi.

Namun keterlibatan publik yang dimaksud bukan sekadar kehadiran simbolik. la menuntut
ruang di mana warga dapat memahami masalah, menyampaikan pandangan, dan melihat
dampak dari keterlibatan mereka. Tanpa umpan balik yang jelas, partisipasi kehilangan daya
dorongnya.

Keterlibatan publik juga berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Ketika warga terorganisir
dan memiliki kesadaran kolektif, ruang bagi praktik transaksional menyempit. Aktor politik
dipaksa bernegosiasi secara terbuka, bukan melalui jalur informal.

Dalam konteks circular causation of economic crime, keterlibatan publik memutus salah satu
mata rantai terpenting: normalisasi sosial. Ketika warga secara kolektif menolak praktik
tertentu, rasionalitas pelanggaran mulai goyah.

Oleh karena itu, keterlibatan publik bukan hasil akhir, melainkan prasyarat awal. la
menciptakan kondisi yang memungkinkan reformasi struktural berjalan dan bertahan. Tanpa
keterlibatan ini, perubahan hanya akan bersifat teknis dan sementara.

Bab ini menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat diperbaiki dari atas semata. Perubahan
sejati lahir ketika masyarakat bergerak dari objek kebijakan menjadi subjek pembelajaran dan
pengambilan keputusan bersama.
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BAB V — RUANG PEMBELAJARAN PUBLIK
5.1 Mengapa Pembelajaran Lebih Penting dari Kampanye Moral

Dalam menghadapi persoalan money politics dan kejahatan ekonomi sirkular, respons yang
paling sering muncul adalah kampanye moral. Seruan tentang kejujuran, integritas, dan
larangan menerima uang politik memenuhi ruang publik, terutama menjelang pemilu. Namun
kampanye moral cenderung bekerja di permukaan, menyentuh sikap normatif tanpa
menyentuh kondisi struktural yang membentuk perilaku.

Kampanye moral berangkat dari asumsi bahwa masalah utama terletak pada niat individu.
Ketika individu dianggap “kurang bermoral”, solusi yang ditawarkan adalah nasihat dan
larangan. Pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa banyak pilihan politik dibuat dalam
kondisi keterbatasan ekonomi, ketimpangan daya tawar, dan pengalaman panjang
ketidakpercayaan terhadap sistem.

Pembelajaran publik menawarkan pendekatan yang berbeda. la tidak memulai dari
penghakiman, melainkan dari pemahaman. Warga diajak membaca keterkaitan antara praktik
politik dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami sebab-akibat yang
lebih luas, warga tidak hanya tahu bahwa suatu praktik salah, tetapi juga mengerti mengapa
praktik itu merugikan mereka dalam jangka panjang.

Pendekatan pembelajaran juga lebih berkelanjutan. Moralitas yang dipaksakan sering
memudar ketika tekanan situasional muncul. Sebaliknya, pemahaman yang tumbuh dari
pengalaman dan refleksi cenderung bertahan, karena ia terinternalisasi sebagai pengetahuan
sosial, bukan sekadar aturan.

Selain itu, kampanye moral mudah berubah menjadi alat stigmatisasi. Kelompok tertentu
disalahkan tanpa melihat posisi struktural mereka. Pembelajaran publik menghindari jebakan
ini dengan memandang masalah sebagai persoalan bersama, bukan kesalahan individu
semata.

Dengan demikian, pembelajaran lebih penting karena ia membangun kesadaran yang tahan
uji. Demokrasi yang belajar tidak bergantung pada kepatuhan sesaat, tetapi pada pemahaman
kolektif yang mampu menuntun perubahan perilaku secara sukarela dan berkelanjutan.

5.2 Ruang Aman untuk Mendengar dan Memahami

Ruang pembelajaran publik hanya dapat tumbuh jika tersedia ruang aman. Ruang aman bukan
berarti bebas konflik, tetapi bebas dari ancaman sosial, politik, dan ekonomi yang membuat
orang takut berbicara. Tanpa rasa aman, suara yang muncul hanyalah suara yang disesuaikan,
bukan suara yang jujur.

Banyak warga enggan menyampaikan pengalaman mereka terkait politik transaksional karena
khawatir akan konsekuensi. Ketakutan ini bukan imajiner, melainkan hasil pengalaman nyata.
Dalam situasi demikian, demokrasi kehilangan akses pada pengetahuan paling penting:
pengalaman warga yang terdampak langsung.

|
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Ruang aman memungkinkan proses mendengar yang sesungguhnya. Mendengar di sini bukan
sekadar mencatat keluhan, tetapi memahami konteks, emosi, dan makna di balik cerita.
Proses ini menuntut sikap rendah hati dari institusi dan fasilitator, karena sering kali apa yang
didengar menantang asumsi yang telah mapan.

Keamanan psikologis juga penting untuk pembelajaran kolektif. Warga perlu merasa bahwa
pandangan mereka tidak akan disalahgunakan atau dipelintir. Tanpa jaminan ini, ruang dialog
mudah berubah menjadi arena defensif, bukan ruang reflektif.

Membangun ruang aman membutuhkan aturan main yang jelas, etika fasilitasi, dan komitmen
untuk tidak menjadikan partisipasi sebagai alat politik sesaat. Ruang aman adalah investasi
jangka panjang bagi kualitas demokrasi.

Ketika ruang aman terjaga, warga lebih berani menghubungkan pengalaman pribadi dengan
persoalan struktural. Di sinilah pembelajaran publik mulai bergerak dari bisik-bisik individual
menuju pemahaman bersama.

5.3 Dialog Publik sebagai Metode Penguraian Kompleksitas

Masalah demokrasi dan kejahatan ekonomi tidak pernah sederhana. Upaya
menyederhanakan masalah demi kemudahan komunikasi sering justru mengaburkan akar
persoalan. Dialog publik menawarkan metode untuk mengurai kompleksitas tanpa
mereduksinya.

Dialog publik berbeda dari debat. Tujuan dialog bukan memenangkan argumen, melainkan
memperluas pemahaman. Dalam dialog, perbedaan pandangan diperlakukan sebagai sumber
informasi, bukan ancaman. Setiap pengalaman dan perspektif membantu memetakan bagian
lain dari masalah yang sama.

Melalui dialog, relasi sebab-akibat yang sirkular dapat dipetakan bersama. Warga, penelit;,
dan institusi dapat melihat bagaimana biaya politik, ketimpangan ekonomi, dan praktik
transaksional saling terkait. Kompleksitas tidak dihapus, tetapi dibuat dapat dibaca.

Dialog publik juga membantu membongkar asumsi. Banyak praktik dianggap “wajar” karena
tidak pernah dipertanyakan secara kolektif. Ketika dialog membuka ruang pertanyaan,
normalisasi mulai goyah. Yang sebelumnya dianggap tak terhindarkan mulai terlihat sebagai
hasil pilihan sistemik.

Namun dialog yang bermakna membutuhkan fasilitasi yang cermat. Tanpa kerangka yang jelas,
dialog bisa berubah menjadi keluhan tanpa arah atau konflik terbuka. Metodologi dialog
menjadi kunci agar kompleksitas diurai, bukan ditambah.

Dengan demikian, dialog publik bukan sekadar kegiatan partisipatif, melainkan metode
analitis. la membantu masyarakat membaca masalah yang berlapis dan menemukan titik-titik
intervensi yang mungkin tidak terlihat melalui pendekatan teknokratis semata.

5.4 Dari Edukasi ke Pembelajaran Sosial Berulang
|
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Edukasi sering dipahami sebagai proses satu arah: ada yang tahu, ada yang diberi tahu. Model
ini efektif untuk transfer informasi dasar, tetapi terbatas untuk perubahan sosial yang
kompleks. Demokrasi membutuhkan lebih dari edukasi; ia membutuhkan pembelajaran sosial
yang berulang.

Pembelajaran sosial berulang menekankan proses dua arah dan berkelanjutan. Warga,
peneliti, dan institusi sama-sama belajar dari pengalaman, data, dan refleksi. Pengetahuan
tidak dianggap final, tetapi selalu terbuka untuk diuji dan diperbarui.

Dalam pembelajaran berulang, kesalahan tidak diperlakukan sebagai kegagalan mutlak,
melainkan sebagai bahan belajar. Pendekatan ini penting dalam konteks kejahatan ekonomi
sirkular, di mana solusi tunggal hampir pasti tidak cukup. Setiap intervensi menjadi
eksperimen sosial yang perlu dievaluasi dan disesuaikan.

Pembelajaran berulang juga menciptakan memori kolektif. Pengalaman masa lalu tidak hilang
begitu saja, tetapi didokumentasikan dan dijadikan rujukan. Memori ini membantu
masyarakat dan institusi menghindari pengulangan kesalahan yang sama.

Peralihan dari edukasi ke pembelajaran berulang menuntut perubahan budaya. Otoritas tidak
lagi diposisikan sebagai pemilik kebenaran, melainkan sebagai fasilitator proses belajar. Warga
tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai mitra refleksi.

Dengan merawat pembelajaran sosial berulang, ruang pembelajaran publik menjadi bagian
permanen dari demokrasi. la memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berjalan, tetapi terus
belajar dari dirinya sendiri, sehingga memiliki peluang nyata untuk keluar dari lingkaran
masalah yang berulang.
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BAB VI — RISET PUBLIK TERAPAN SEBAGAI ALAT PENGURAIAN
6.1 Riset sebagai Cermin, Bukan Alat Vonis

Riset publik terapan sering diposisikan sebagai alat penilaian: siapa baik, siapa buruk, siapa
berhasil, siapa gagal. Posisi ini membuat riset mudah tergelincir menjadi instrumen vonis
sosial dan politik. Ketika riset berfungsi sebagai hakim, ia kehilangan daya reflektif dan justru
memperkeras pertahanan aktor yang diteliti.

Memposisikan riset sebagai cermin berarti mengubah orientasi dasarnya. Riset tidak
bertujuan menjatuhkan putusan, melainkan memantulkan kondisi apa adanya agar dapat
dilihat bersama. Cermin tidak menyederhanakan wajah, tidak menutup kerutan, dan tidak
memilih sudut yang menguntungkan. la memperlihatkan realitas, termasuk bagian yang tidak
nyaman.

Dalam konteks kejahatan ekonomi sirkular, cermin menjadi sangat penting. Vonis cenderung
memutus pembelajaran karena aktor merasa diserang. Sebaliknya, refleksi membuka peluang
dialog, karena aktor diajak melihat pola yang lebih besar daripada kesalahan individual. Riset
berhenti menjadi ancaman dan mulai berfungsi sebagai ruang berpikir bersama.

Riset sebagai cermin juga menuntut kejujuran metodologis. Keterbatasan data, bias instrumen,
dan ketidakpastian temuan harus diakui secara terbuka. Pengakuan ini bukan kelemahan,
melainkan syarat agar cermin tidak memanipulasi pantulan realitas.

Pendekatan ini mencegah riset digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ketika riset hanya
dipakai untuk membenarkan kebijakan yang sudah diputuskan, ia kehilangan integritas.
Sebagai cermin, riset justru berfungsi mengganggu kenyamanan keputusan yang tidak
berpijak pada realitas sosial.

Dengan demikian, riset publik terapan menemukan perannya bukan sebagai pemutus perkara,
melainkan sebagai pemantik refleksi. Dari refleksi inilah pembelajaran demokratis dapat
dimulai.

6.2 Membaca Pola, Relasi, dan Ketegangan Sosial

Masalah demokrasi dan money politics jarang dapat dipahami melalui data tunggal atau
indikator terpisah. Yang menentukan justru pola, relasi, dan ketegangan yang muncul dari
interaksi berbagai variabel sosial. Riset publik terapan berfungsi untuk membaca jalinan ini
secara sistemik.

Membaca pola berarti melihat keterulangan. Ketika praktik tertentu terus muncul di berbagai
konteks, riset perlu bertanya bukan hanya “apa yang terjadi”, tetapi “mengapa hal ini terus
terjadi”. Pola membantu mengungkap struktur yang bekerja di balik peristiwa.

Relasi menjadi kunci berikutnya. Data tidak berdiri sendiri; ia selalu merepresentasikan
hubungan antaraktor, antarwilayah, atau antarwaktu. Riset yang hanya berhenti pada agregasi
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angka kehilangan kemampuan membaca relasi kekuasaan, ketergantungan ekonomi, dan alur
pengaruh yang membentuk perilaku politik.

Ketegangan sosial sering kali muncul sebagai anomali data: inkonsistensi jawaban, resistensi
responden, atau kesenjangan antara narasi resmi dan pengalaman warga. Alih-alih dihapus,
ketegangan ini justru perlu dibaca sebagai informasi penting. la menandai titik-titik rapuh
dalam sistem demokrasi.

Pendekatan ini menuntut riset yang tidak alergi pada kompleksitas. Kesederhanaan analisis
boleh dicari, tetapi bukan dengan mengorbankan makna. Riset publik terapan harus mampu
menahan ketegangan tanpa tergesa-gesa menyelesaikannya secara semu.

Dengan membaca pola, relasi, dan ketegangan, riset menjadi alat pengurai. la membantu
masyarakat dan institusi memahami bagaimana masalah dirajut, bukan sekadar di mana
masalah muncul.

6.3 Dari Data ke Kesadaran Kolektif

Data sering berhenti sebagai laporan teknis yang hanya dibaca oleh segelintir orang. Dalam
kondisi ini, data gagal menjalankan fungsi sosialnya. Riset publik terapan menuntut
pergeseran: dari data sebagai informasi tertutup menuju data sebagai pemicu kesadaran
kolektif.

Kesadaran kolektif tidak tumbuh dari angka semata, tetapi dari proses memahami makna di
balik angka. Riset perlu menjembatani data dengan pengalaman hidup warga, sehingga
temuan tidak terasa abstrak. Ketika warga melihat dirinya tercermin dalam data, proses
pembelajaran mulai bekerja.

Transformasi data menjadi kesadaran juga membutuhkan narasi yang bertanggung jawab.
Narasi bukan alat manipulasi, melainkan sarana menjelaskan hubungan sebab-akibat secara
jujur. Narasi yang baik tidak menyederhanakan masalah, tetapi membantu publik
mengikutinya langkah demi langkah.

Proses ini bersifat dialogis. Data dipresentasikan, ditanggapi, diperdebatkan, dan direfleksikan
bersama. Dalam dialog ini, kesadaran tidak dipaksakan, tetapi tumbuh melalui pertukaran
perspektif. Perbedaan tafsir justru memperkaya pemahaman kolektif.

Kesadaran kolektif yang lahir dari riset memiliki karakter berbeda dengan kesadaran yang
dibangun melalui propaganda. la lebih tahan terhadap manipulasi karena berakar pada
pengalaman dan pemahaman bersama, bukan pada emosi sesaat.

Dengan demikian, peran riset tidak selesai pada publikasi. Riset baru benar-benar bermakna
ketika data yang dihasilkan ikut membentuk cara masyarakat memahami dirinya sendiri.

6.4 Riset Publik sebagai Infrastruktur Pembelajaran Demokrasi
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Dalam demokrasi yang belajar, riset publik bukan kegiatan insidental, melainkan bagian dari
infrastruktur. la berdiri sejajar dengan lembaga politik, mekanisme partisipasi, dan sistem
hukum sebagai penopang kualitas demokrasi. Tanpa riset yang sehat, demokrasi kehilangan
alat refleksinya.

Sebagai infrastruktur, riset menyediakan memori institusional. Temuan masa lalu tidak hilang,
tetapi menjadi rujukan untuk membaca perkembangan baru. Memori ini mencegah
demokrasi mengulang kesalahan yang sama dengan alasan yang sama.

Riset juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini. la membantu mendeteksi gejala sebelum
berubah menjadi krisis terbuka. Dalam konteks circular causation of economic crime, fungsi
ini sangat penting karena masalah berkembang perlahan dan sering tidak terlihat secara kasat
mata.

Namun, agar riset dapat berfungsi sebagai infrastruktur, ia harus dilindungi dari politisasi
sempit. Independensi metodologis, transparansi proses, dan etika publik menjadi syarat
mutlak. Riset yang dikendalikan oleh kepentingan jangka pendek justru merusak
pembelajaran demokrasi.

Infrastruktur riset juga mencakup kapasitas publik untuk membaca dan menggunakan hasil
riset. Tanpa literasi publik, riset kembali menjadi milik elite. Karena itu, riset publik terapan
harus dirancang agar dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas.

Dengan menempatkan riset sebagai infrastruktur pembelajaran, demokrasi memperoleh alat
untuk terus bercermin, belajar, dan memperbaiki diri. Di sinilah riset publik terapan
menemukan peran strategisnya: bukan sekadar menghasilkan pengetahuan, tetapi merawat
kemampuan demokrasi untuk tidak berhenti belajar.
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BAB VIl — KERANGKA METODOLOGIS WELLBEING INSTITUTE
7.1 Membaca Demokrasi sebagai Relasi Kesejahteraan

Kerangka metodologis Wellbeing Institute berangkat dari asumsi bahwa demokrasi tidak
dapat dipahami hanya sebagai mekanisme politik, melainkan sebagai relasi kesejahteraan
yang hidup dalam pengalaman sehari-hari warga. Demokrasi dinilai bukan semata dari
keberadaan institusi dan prosedur, tetapi dari sejauh mana ia memengaruhi rasa aman,
keadilan, dan peluang hidup masyarakat. Dengan cara pandang ini, demokrasi ditempatkan
sebagai proses yang berdampak langsung pada kualitas hidup, bukan sebagai arena abstrak
yang terpisah dari realitas sosial.

Membaca demokrasi sebagai relasi kesejahteraan berarti menempatkan warga sebagai pusat
analisis. Pertanyaan metodologis bergeser dari “apakah sistem berjalan” menjadi “bagaimana
sistem dirasakan”. Relasi antara kebijakan dan kesejahteraan warga menjadi titik masuk utama
untuk memahami legitimasi demokrasi. Ketika relasi ini timpang, praktik-praktik transaksional
seperti money politics menemukan justifikasinya.

Pendekatan ini juga menghindari dikotomi sempit antara politik dan ekonomi. Kesejahteraan
tidak diperlakukan sebagai hasil sampingan pembangunan, tetapi sebagai bagian integral dari
praktik demokrasi. Dengan demikian, kejahatan ekonomi sirkular dibaca sebagai gangguan
serius terhadap relasi kesejahteraan, bukan sekadar pelanggaran hukum.

Relasi kesejahteraan bersifat dinamis dan kontekstual. Apa yang dianggap adil atau layak di
satu konteks bisa berbeda di konteks lain. Kerangka metodologis WI mengakui keragaman ini
dan menolak generalisasi yang ahistoris. Demokrasi dibaca melalui pengalaman konkret,
bukan melalui standar tunggal yang dilepaskan dari konteks sosial.

Dengan membaca demokrasi sebagai relasi kesejahteraan, metodologi WI membuka ruang
analisis yang lebih manusiawi. Demokrasi tidak dinilai dari klaim normatif, tetapi dari
dampaknya terhadap kehidupan warga. Inilah fondasi etis dan analitis dari seluruh
pendekatan metodologis WI.

Pendekatan ini menegaskan bahwa perbaikan demokrasi harus dimulai dari pemulihan relasi
kesejahteraan. Tanpa relasi yang adil dan bermakna, demokrasi akan terus rapuh dan mudah
disusupi praktik ekonomi-politik yang merusak.

7.2 Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Institusional

Kerangka metodologis Wellbeing Institute menolak pembacaan tunggal terhadap fenomena
demokrasi. Sebaliknya, WI menggunakan pendekatan multidimensi yang mencakup dimensi
sosial, ekonomi, dan institusional. Ketiga dimensi ini dipahami saling terkait dan tidak dapat
dianalisis secara terpisah.

Dimensi sosial mencakup pengalaman warga, relasi komunitas, kepercayaan publik, dan
norma yang hidup dalam masyarakat. Di sinilah demokrasi dirasakan secara langsung. Praktik
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seperti money politics sering kali berakar pada dinamika sosial yang tidak terlihat dalam data
formal, seperti ketergantungan, patronase, dan normalisasi transaksi.

Dimensi ekonomi membaca kondisi material yang membentuk pilihan politik. Ketimpangan,
kerentanan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya memengaruhi daya tawar warga dan
aktor politik. Dalam kerangka ini, ekonomi bukan latar belakang netral, melainkan kekuatan
aktif yang membentuk perilaku demokratis.

Dimensi institusional mencakup aturan, kebijakan, tata kelola, dan kapasitas lembaga. Institusi
menentukan insentif, batasan, dan ruang gerak aktor. Kelemahan institusional sering kali
menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh praktik kejahatan ekonomi sirkular.

Pendekatan multidimensi memungkinkan WI membaca keterkaitan antardimensi. Misalnya,
bagaimana ketimpangan ekonomi (dimensi ekonomi) memengaruhi partisipasi semu (dimensi
sosial), dan bagaimana kelemahan regulasi pembiayaan politik (dimensi institusional)
memperkuat siklus tersebut.

Dengan menggabungkan ketiga dimensi ini, metodologi WI menghasilkan pembacaan yang
lebih utuh. Masalah tidak direduksi menjadi satu faktor dominan, tetapi dipahami sebagai
hasil interaksi kompleks yang memerlukan intervensi lintas sektor.

7.3 Indeks, Narasi, dan Refleksi Kualitatif

Wellbeing Institute memandang indeks sebagai alat bantu, bukan tujuan akhir. Indeks
digunakan untuk membaca kecenderungan, pola, dan perbandingan, tetapi tidak pernah
diperlakukan sebagai kebenaran tunggal. Angka memberikan sinyal, bukan kesimpulan final.

Untuk melengkapi indeks, WI menempatkan narasi sebagai komponen metodologis yang
setara. Narasi memungkinkan pengalaman warga, aktor, dan komunitas muncul dalam bentuk
yang tidak tereduksi oleh angka. Melalui narasi, relasi sebab-akibat yang kompleks dapat
dijelaskan dengan cara yang lebih kontekstual.

Refleksi kualitatif menjadi jembatan antara indeks dan narasi. la membantu menafsirkan
angka melalui cerita, dan menempatkan cerita dalam kerangka analitis yang sistematis.
Refleksi ini bukan sekadar ilustrasi, melainkan proses analisis yang sadar akan bias, posisi
peneliti, dan keterbatasan data.

Pendekatan triangulatif ini mencegah dua ekstrem metodologis: positivisme sempit yang
mengagungkan angka, dan relativisme longgar yang mengabaikan struktur. WI berupaya
menjaga keseimbangan antara keterukuran dan kedalaman makna.

Dalam konteks isu sensitif seperti money politics, kombinasi indeks, narasi, dan refleksi
kualitatif sangat penting. Banyak praktik tidak muncul secara eksplisit dalam survei, tetapi
dapat terbaca melalui cerita, jeda, dan kontradiksi dalam wawancara atau diskusi kelompok.
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Dengan demikian, metodologi WI tidak menghasilkan satu jenis keluaran, melainkan
ekosistem pengetahuan. Pengetahuan ini dirancang untuk dibaca, diperdebatkan, dan
dipelajari bersama sebagai bagian dari ruang pembelajaran publik.

7.4 Etika Metodologis dalam Isu Sensitif dan Berisiko

Riset tentang demokrasi dan kejahatan ekonomi sirkular membawa risiko etis yang tinggi.
Informasi yang dikumpulkan dapat berdampak pada keselamatan, reputasi, dan relasi sosial
responden. Karena itu, etika metodologis bukan pelengkap, melainkan fondasi utama
pendekatan WI.

Etika metodologis WI dimulai dari prinsip kehati-hatian. Tidak semua hal yang dapat diukur
harus diukur. Tidak semua temuan harus dipublikasikan tanpa pertimbangan dampak. Peneliti
dituntut untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial dari setiap keputusan metodologis.

Prinsip perlindungan responden menjadi prioritas. Anonimitas, kerahasiaan, dan keamanan
psikologis dijaga secara ketat. Dalam isu sensitif, kejujuran data sering kali hanya mungkin
muncul jika responden merasa aman dan tidak terancam.

WI juga menekankan etika interpretasi. Temuan tidak boleh digunakan untuk stigmatisasi
kelompok atau pembenaran kekuasaan. Interpretasi harus dilakukan dengan kesadaran
bahwa data selalu berada dalam konteks sosial yang lebih luas.

Etika metodologis mencakup refleksi atas posisi peneliti. Peneliti bukan pengamat netral yang
berada di luar sistem, tetapi bagian dari relasi sosial yang diteliti. Kesadaran ini membantu
mencegah klaim objektivitas palsu dan membuka ruang refleksi diri.

Dengan etika metodologis yang kuat, riset publik terapan dapat menjalankan fungsinya
sebagai alat pembelajaran, bukan alat kekuasaan. Inilah penegasan akhir bab ini: metodologi
yang baik bukan hanya soal teknik, tetapi soal tanggung jawab moral dalam membaca dan
memengaruhi kehidupan demokrasi.
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BAB VIl — MERAWAT DEMOKRASI MELALUI PEMBELAJARAN BERSAMA
8.1 Mengurai, Bukan Memberantas Seketika

Upaya memperbaiki demokrasi sering terjebak pada ambisi memberantas masalah secara
cepat dan tuntas. Logika ini tampak tegas, tetapi kerap mengabaikan sifat persoalan yang
berlapis dan berulang. Money politics dan kejahatan ekonomi sirkular tidak tumbuh dari satu
titik kesalahan, melainkan dari jalinan relasi sosial, ekonomi, dan institusional yang saling
menguatkan. Karena itu, pendekatan yang lebih realistis adalah mengurai, bukan
memberantas seketika.

Mengurai berarti memahami simpul demi simpul: dari biaya politik, ketimpangan ekonomi,
hingga normalisasi sosial. Setiap simpul memerlukan intervensi yang berbeda dan bertahap.
Pendekatan ini mungkin terasa lambat, tetapi justru memberi peluang perubahan yang lebih
tahan lama karena menyentuh akar, bukan hanya gejala.

Pendekatan penguraian juga menghindari ilusi solusi instan. la mengakui bahwa demokrasi
tidak dapat diselamatkan oleh satu kebijakan atau satu penindakan. Perbaikan demokrasi
adalah proses panjang yang memerlukan konsistensi, kesabaran, dan kemampuan belajar dari
kegagalan.

Dengan mengurai, demokrasi diberi ruang untuk belajar dari dirinya sendiri. Setiap langkah
koreksi menjadi bagian dari pembelajaran kolektif, bukan sekadar respons reaktif. Inilah cara
demokrasi bertahan dalam jangka panjang: bukan dengan klaim ketegasan, tetapi dengan
ketekunan merawat proses.

8.2 Peran Warga, Institusi, dan Peneliti

Pembelajaran bersama hanya mungkin terjadi jika peran setiap aktor dipahami secara
proporsional. Warga bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan subjek pengalaman yang
membawa pengetahuan sosial penting. Tanpa suara dan pengalaman warga, demokrasi
kehilangan kompas moral dan realitasnya.

Institusi memegang peran sebagai penjaga proses. Mereka bertanggung jawab menyediakan
ruang aman, mekanisme umpan balik, dan keberlanjutan kebijakan. Institusi yang defensif
terhadap kritik akan menghambat pembelajaran, sementara institusi yang reflektif justru
memperkuat legitimasi demokrasi.

Peneliti berada di posisi antara. Mereka bukan pengadil, tetapi fasilitator refleksi. Peran
peneliti adalah membantu menerjemahkan pengalaman menjadi pengetahuan yang dapat
dibaca bersama, tanpa mereduksi kompleksitas atau memanipulasi makna.

Kolaborasi ketiga peran ini membentuk ekosistem pembelajaran demokrasi. Ketika salah satu
peran mendominasi atau absen, proses belajar menjadi timpang. Demokrasi yang sehat
memerlukan keseimbangan antara suara warga, kapasitas institusi, dan integritas
pengetahuan.
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Dengan pembagian peran yang jelas dan saling menghormati, pembelajaran bersama tidak
berhenti sebagai jargon. la menjadi praktik nyata yang memengaruhi cara kebijakan
dirumuskan, dijalankan, dan dievaluasi.

8.3 Warisan Pembelajaran Lintas Generasi

Demokrasi tidak diwariskan sebagai sistem yang selesai, melainkan sebagai proses yang terus
diperjuangkan. Setiap generasi mewarisi masalah sekaligus pembelajaran dari generasi
sebelumnya. Pertanyaannya bukan apakah masalah akan hilang, tetapi apakah pembelajaran
akan diteruskan.

Warisan pembelajaran lintas generasi terbangun melalui dokumentasi, refleksi, dan ingatan
institusional. Ketika pengalaman kegagalan dan keberhasilan dicatat dengan jujur, generasi
berikutnya tidak perlu mengulang kesalahan yang sama dari titik nol.

Dalam konteks kejahatan ekonomi sirkular, warisan pembelajaran menjadi sangat penting.
Tanpa memori kolektif, demokrasi mudah terjebak dalam siklus lupa dan mengulang. Setiap
periode mengklaim kebaruan, padahal masalah yang dihadapi serupa.

Warisan ini juga bersifat etis. la mengajarkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang menang
atau kalah, tetapi tentang tanggung jawab antargenerasi. Keputusan hari ini membentuk
ruang hidup politik bagi generasi yang belum memiliki suara.

Dengan merawat warisan pembelajaran, demokrasi memperoleh kedalaman waktu. la tidak
hanya bereaksi terhadap tekanan sesaat, tetapi bergerak dengan kesadaran historis dan
tanggung jawab jangka panjang.

8.4 Catatan Penutup: Demokrasi dan Seni Memaknai Kerumitan

Bab penutup ini menegaskan kembali satu gagasan utama: demokrasi adalah seni memaknai
kerumitan. la tidak pernah sederhana, tidak pernah sepenuhnya rapi, dan tidak pernah selesai.
Upaya menyederhanakan demokrasi sering kali justru menghilangkan esensi
pembelajarannya.

Merawat demokrasi berarti bersedia hidup dengan ketegangan, perbedaan, dan
ketidakpastian. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk belajar. Dalam pembelajaran inilah
demokrasi menemukan daya tahannya—kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan
arah etis.

Money politics dan kejahatan ekonomi sirkular menguji kedewasaan demokrasi. Apakah
demokrasi akan memilih jalan pintas yang represif, atau jalan panjang yang reflektif. Buku ini
berpihak pada jalan kedua: jalan pembelajaran bersama.

Seni memaknai kerumitan menuntut kerendahan hati metodologis dan keberanian moral.
Kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan, dan keberanian untuk terus memperbaiki diri.
Inilah semangat yang ingin diwariskan oleh Wellbeing Institute melalui riset publik terapan.
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Pada akhirnya, demokrasi yang dirawat melalui pembelajaran bersama bukanlah demokrasi
yang bebas masalah, melainkan demokrasi yang tidak berhenti belajar. Dalam ketekunan
itulah harapan perubahan menemukan pijakannya.
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